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MOTTO :
Harta benda yang diperoleh dengan
kefasikan tidak berguna,
tetapi kebenaran menyelamatkan

orang dari maut

(Amsal 10 : 2)

(Alkitab dengan Kidung Jemaat, Lembaga Alkitab Indonesia, 1994, Jakarta)
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1. LAMPIRAN I - TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Ne-
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RINGKASAN

Fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia menunjukkan
kondisi yang memprihatinkan. Kondisi inilah yang menyebabkan krisis yang
melanda negara ini sejak pertengahan tahun 1997 hingga saat ini tidak kunjung
teratasi. Oleh karena itu, melalui gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa
mengangkat korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai isu sentral. Keinginan
masyarakat luas agar pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dilaksanakan
secara serius dan tidak pandang bulu semakin gencar tiap harinya.

Terbitnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan komitmen
politik dari lembaga tertinggi negara. Hadimya TAP MPR ini membawa nuansa
baru bagi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan terbitnya TAP
MPR ini menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam
pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dimana pasca terbitnya TAP MPR
Nomor XI/MPR/1998 ini, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan baru
dalam rangka memndaklanjuti TAP MPR tersebut. Pemerintah dalam hal ini
mulai menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktek-praktek korupsi,
kolusi, dan nepotisme.

Upaya-upaya pemberantasan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum
sebagaimama diamanatkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 ternyata masih
menyimpan banyak kendala. Keinginan seluruh komponen bangsa baik
penyelenggara negara maupun masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang
bersih dan berwibawa tidak dibarengi dengan penciptaan kondisi yang kondusif
bagi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggara Negara dan
masyarakat justru menciptakan hambatan-hambatan terhadap pemberantasan
korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mngetahui bagaimana perkembangan

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme pasca terbitnya TAP MPR Nomor
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XI/MPR/1998, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemberantasan
korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mana metode yang digunakan bersifat yuridis
normatif dalam pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dengan pengumpulan data melalui studi literatur dengan
mempelajari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara
vang Bersith dan Bebas Korupsi, kolusi, dan Nepotisme, buku-buku, undang-
undang dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan
nepotisme, yang kemudian data-data ini dianalisis secara kualitatif sehingga
menghasilkan karya penulisan bersifat deskriptif analisis.

Penyelenggara Negara dalam era reformasi ini harus membersihkan
dirinya dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini masih
mewarnai prilaku mereka, karena sebagai pemimpin bangsa mereka dituntut untuk
melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan
perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun
kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu pemerintahan

yang bersih dan berwibawa dapat segera terwujud.
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